BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat |5} Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 29
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024, perlu menctapkan
Peraturann Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota
Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenlang Pembentukan
Daerah-Ilaerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djaws
Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1968
Nomor 31, Tambahan [Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomeor 5587) sebagaimana
telah bebcrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856}

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomeor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6757);




Menetapkan :

43

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penelapan Nilai Peroleban
Air Tanah (Berita Negara Repubilik Indonesia Tahun 2024
Nomor 273);

Peraturen Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun
2023 tentang Pamk Daerah dan Retribusi Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor
57)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Cam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pampk Air Tanah (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

73

Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Rabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut
Pemerintah Daeralh adalah Bupati scbagai  unsur
penyelengpara pemerintahan daerah vang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Bapenda
adalah perangkat daerah yang melaksanakan f{ungsi
penuniang pengeiclaan pendapatan daerah,

Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut
Kepala Bapenda adalah Kepaia Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cian jur.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di
bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air
tanah, dan ar laut yang berada di darat.

Sumber Ar adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, 4 atas, atau di bawah
permukaan tanah.

Alr Tanah adalah air yang terdapat di dalam lampisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.




10.

11.

12.

13.

14,

15.

(1)

(2)

(3)

A Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah
diambil dari sumbernya dan telah siap untuk
dimanfaatkan.

Nilai Perolehan Air Tanah yarg selanjutnya disingkat NPA
adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajl Air Tanah,
besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air
Tanah,

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah
biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan
dan pengendalian sumber daya air tanah.

Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH
adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan
pemeliharaan sumur imbuhan Ar Tanah yang besarmya
tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat
dibagi dengan volume pengembilan selama umur produksi
dalamn satuan meter kubik.

Biaya Pengendalian yang selanjuinya disingkat BPL adalah
biaya yang dibutuhkan untuk memantau kendisi Afr
Tanah yang besarnya lergantung pada harga yang beriaku
di daerah setempat, dibagi dengan volume pengambilan
selama wmur produksi dalam satuan meter kuhik.

Bobit Arr Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah
suatu koefisien dengan bobot nilai dari Komponen sumber
daya alm sorta peruntukan dan  pengelolaan yang
besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelempok
pengguna air tanah serla volume pengambilannya.

Volume Pengambilan Ar Tanah vang selanjutnya disebut
Volume Pengambilan adalah jumiah air tanah dalam
saluan meler kubtk vang diambil dari sumur gali, sumur
pasak, atau sumur bor.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA
Bagian Pertama
Pasal 2

Bobot air tanah dinyatakan dalam keefisien yang
didasarkan atas faktor sebagai berikut:

jenis surnber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

moanoR

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dikelompokkan ke dalam komponen sumber daya alam dan
peruntukan serta pengelolaan.

Keomponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] meliputi faktor-berikut:



a. jenis sumber air berupa air tanah;
b lokasi sumber air berupa air tanah; dan
¢ kualitas air 1anah.

(4) Komponen peruntukan serta pengeloclaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 meliputi faktor:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

b wvelume air 1angh yang diambil dan/atau dimanfaagtkan;
dan

¢ tingkat kerusakan linglungan yang diakibatkan oleh
pengaminlan dan/atau pemanfaatan air tanah,

Pasal 3

(] Komponen sumber daya akun sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dibedakan menjadi 4 {empat) kriteria
yang memiliki peringkat dan bobot.

(2) Bobot acbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
ekaponensial dan nilai peringkainya sebagai benkut:

NO | KRITERIA PERINGKAT BOBIOT !
1. JAir tanah kualitas baik, ada sumber 4 7 :
air alternatif
2 |Air tanah kualitas balk, tidak ada 3 5
sumber ar alternaif
3. JAir tanab kualitas tidak baik, ada 2 3
| |sumber air alternatif )
4. |Ar tanah kualitas bak, tdak ada 1 I =
sumber air allernatif ,|

Pasal 4

(11 Kemponen peruntukan dan pengclolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (4],
dibedakan dalam 5 {lima) kelompok pengguna air lanah
yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau
pemanfaatan ar tanah, terdin atas:

a. kclompeok 1, merupakan kelompok yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan
produk berupa air, meliputi:

pemasock air bala,

perusahaan air minum;

industri air minum dalam kemesan:
pabrik es kristal:

pabrik minum olahan,

RN

b kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan
pengambilan danfalau pemanfaatan air tanah dengan
produk bukan air, termasuk untuk membantu proses
produksi dan/fatau operasional pada kegiatan ussha
dengun tingkat resiko tingg, meliputi:

1. industri tekstil,

2, pabrik makanan olahan;

3. hotel bintang 3 {tiga}. bintang 4 (empat), dan bintang
3 {lima;




pabrik kimia;

tempat pengolahan bahan beton {balching plant);
industri peternakan dan industri perikanan;
pabrik kertas:

industri farmasi.

® O p

kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan
produk bukan air, termasuk untuk membantu proscs
produksi dan/atau operasional pada kegiatan wusaha
dengan tingkat resiko menengah, meliputi:

1. hotel bintang 1 (satu) dan bintang 2 (dua);
2. usaha pecrsewaan jasa kantor;

3. apartemen dan Kampus;

4, pabrik s skala kecil;

D agro industn;

6. showrpom kendaraan bermotor:

7. industri pengolahan logam.

kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan
pengambilan danj/atau pemanfaatan air ianah dengan
produk bukan air, termasuk untuk membantu proses
produksi danfatau operasional yang dilakukan pada
kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah, meliputi:

losmen/pondokan/ penginapan/rumah sews;
tempat hiburan;

restoran;

gudang pendingimn;

pabrik mesin elektronik:

pencucian kendaraan bermotor:

'? kolam renang, waterboom,

8. jasa pencucian pakaian.

kelompok 5, merapakan kelompok yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan ar tanah dengan:

1. produk bukan ar untuk kegiatan sosial, pendidikan,
kesehalan, atau kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga pemerintahan; dan

gooh b ofah =

2. produksi berupa air untuk pemanfaatan panas pumi
langsung atan kegiatan yang dilakukan oleh badan
usaha milik negara fbadan usaha milik
daerah/badan usaha milik desa penyelenggaraan
sistemn penyediaan air minurm.

Meliputi:

usaha kecil skala rumah tengga;
runah makan;

klinik;

gstasiun pengisian bahan bakar umum:
stasiun pengisian bahan bakar gas;
stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
tempat istirahat {rest area);

rumah sakit;

usaha waralaba;

swalayan.
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(2] Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2,
kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf ¢ huruf d dilaksanakan sesuai
ketentuan  peraturan perundang-undangan  dibidang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risike.

Pasal 5

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] dan ayat {4] memiliki nila3
berdasarkan  kelompok  volume  pengambilan  dan
peruntukan yang dihitung secarm progresil  dengan
ketentuan:

= 2500 | = 7900 b 15000| = 30000
7200 |- 15000 30000 m3
R md m3

1. | Kelompok 5 1 105 [ 100 | 106 | 122 | 124 | 1.26 | 128 |
T2, | Kelompok 4 2 | 215 | 231 | 248 | 267 | 274 | 281 | 288

3. | Kelompok 3 3 | 330 | 363 | 399 | 449 | 454 | 969 | 485

a. | Kelompok 2 5 | 600 | 720 | 864 | 1037 | 1.06 | 1180 | 1258 |
| 5. | Kelompok | 9 | 1305 | 1892 | 2744 | 3078 | 45.75 | 5262 | 6051

(&) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} digunakan
sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen
peruntukan dan pengelolaan.

BAB 111
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA
Pasal 6
(1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT

(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipcroleh dengan formula scbagaimana tercantum dalam
lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

(1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) adalah
hasil penjumiahan antara BPH dan BPL.

[2) Penghitiingan HAB sebagaimana dimaksud pada ayal (1}
diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam
lampiran huruf B yang merupakan, bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), ‘®rdiri dari biaya pembangunan dan
pemeliharaan imbuhan serta rata-rata Volume Pengam bilan
pada sumur produksi selama umur produksi.
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(1]

(2)

(1}

(1)

(2

()

Penghitungan BPH scbagaimana dimaksud pada avat {1j
diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam
larm piran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), terdiri dari biaya pembangunan,
operasional dan pemelibaraan sumur pantaa Air Tanah dan
rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama
umur produksi.

Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam
lampiran  huruf [} yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupatli ini.

Pasal 10

Setinp komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
& ayal (1) mempunyai koefisien masing-masing vang
besarnya ditentukan sebagai berikut:

a 60% {enam puluh persen| dar sumber dalam alam {S);
dan

b 40% (empat puluh persen} dari peruntukan dan
pengeiolaan (P).

Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperolech dengan formula sebagaimana tercantum dalam
lampiran huruf E yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dikccualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, NPA untuk air ikutan dan
air tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses
dewatering pada kegiatan usaha hulu minyvak dan gas bumi.

Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
air tanah vang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi minyak bumi dan/fatau gas bumi pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Dewatering sebagaimana dimaksud pada ayat ({l)
merupakan proses penurunpan muka air tanah pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 12

Simulasi penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam
lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini




BAB W
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

{1] Bapenda berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan
penyebarluasan Peraturan Bupati ini kepada masyarakat dan
Wajib Pajak.

{2} Peraturan Bupati ini berlaku efektil bulan Januari 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUFP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 80 Tahun 2022 1tentang Taia Cara
Pencatatan/ Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air
Tanah [Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor
204), dinyatakan dicabwt dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang  mengetahuinya, memeri ntahkan
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Xabupaten Cianjur,

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPAT! CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2024
SE; RAH KABUPATEN CIANJUR,

CE‘&E\PSM FLH\

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 451




